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ABSTRAK

PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DALÄ.M MELAKSANAKAN F'UNGSI PENGAWASÄN TERHADAP
PEMERINTAH DAERAH SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 23

TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

D}VIKY PATRA RAMANDA

Pelaksanaan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia menempatkan DPRD Provinsi sebagai unsur penting dalam mewujìdkan
prinsip demokrasi dan mekanisme checks and balances di tingkat daerah. DPRD
Provinsi menialankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
daerah guna mernastikan kebijakan, peraturan daerah, serta pengelolaan Anggaran
Pendapatan clan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas publik. Penelitian ini Ùertujuan
menganalisis kedudukan dan peran DPRD provinsi serta pelaksanaan fungsi
pengawasannya terhadap pemerintah daerah berdasarkan undang-unclang Nomìr
9 Tahun 2015 tentang Per"ubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. penelitian ini menggunakan metode hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung studi
pustaka sefta data penunjang melalui wawancara. Hasil penelitian menunþkkan
bahwa DPRD Provinsi secara normatif berkedudukan sejajar dan bermitra ã"ngun
pemerintah daerah serta memiliki kewenangan pengawasan melalui instr-urien
hukum. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala politik, keterbatasan
sumber daya manusia, dan lemahnya tindak lanjut hasil pengawasan, sehingga
diperlukan penguatan peran kelembagaan DPRD untuk mewujuákrn p",rr" úntahan
daerah yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: DPRD Provinsi, Fungsi Pengawasan, pemerintahan Daerah
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AßSTRACT

THE ROLE OF THE PROVINCIAL REGIONAL PEOPLE'S
REPRESENTATIVE COUNCIL IN EXERCISING ITS OVERSIGHT

FUNCTION OVER REGIONAL GOVERNMENT BASED ON LAW NUMßER
23 OF 2014 ON REGIONAL GOVERNMENT

DWIKY PATRA RAMANDA

The implementation of regional government wíthin the framework of the unitary
State of the Republic oJ'Indonesiø positions tlrc Provincial RegionøI people''s
Rept"esentative Council (DPRD Province) as an essential elentent in realizing
democratic principles and the mec:hanism of checks ctn.d bakmces ctt the regíonal
level. The DPRD Province exercises an oversight.fitnction over the administration
of regional government to ensute that policies, regional re¿qulations, and the
mønagement oÍ'the Regional Revenue and Expenditure Budget (A4BD) are carried
out in accordance with statuîory regulaîions ønd the principles qf public
accottntability. This research aims to anølyze the position and role o/ the DpRD
Province as well as the implementation of its oversight function over regional
government ltased on Law Number 9 oJ'2015 concerníng the Second Amencltient to
Law Number 23 of 2014 on Regionøl Government. This study employs a normative
legal research method u¡ith statutory and conceptual opproorhnt, strpported by
library rcsearch and supplementary data obtained through interviews. The results
of the study indicate that, normatively, the DPRD province holds an equal and
partnership-based position with the regional government and is equippect with
oversight authority through various legal. instruntents. I-Ioweve4 in practice, the
implementation of this oversight function still encounters obsterclàs, ìnclucling
political factors, limited human resoutces, and weak J'ollow-up on oversigit
./indings. Therefore, strengthening the institutional role of the DPRD is necessarl,
to achieve transparent and accountable regional govetnønce.

Keywords: Provinciql DPRD, oversight Function, Regionar Government
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan 

daerah memperoleh legitimasi konstitusional dari ketentuan Pasal 18 Undang-

Undang Dasar 1945,  yang memberikan penegasan bahwa bentuk Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia menempatkan pemerintah daerah sebagai 

penyelenggara urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi. Melalui 

ketentuan tersebut, daerah diberikan keleluasaan untuk mengurus dan mengatur 

kepentingan masyarakat sesuai dengan prinsip desentralisasi, yang selanjutnya 

diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah.
1
 Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah 

daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan nasional. 

Struktur pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah (gubernur, bupati, atau 

wali kota) bersama perangkatnya, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) yang menjalankan fungsi legislatif. Kedua unsur tersebut memiliki peran 

penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dilaksanakan 

berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan. 

Sebagai konsekuensi dari penguatan prinsip otonomi daerah dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 

18, pembentuk undang-undang kemudian melakukan penyempurnaan terhadap 

                                                           
1
 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 45. 
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pengaturan pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014. Perubahan tersebut 

diarahkan untuk mempertegas kedudukan, tugas, dan kewenangan kepala daerah, 

wakil kepala daerah, serta DPRD, sekaligus menjamin kesinambungan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam berbagai kondisi, termasuk ketika 

terjadi kekosongan jabatan atau hambatan dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena 

itu, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengalami 

perubahan yang dapat dilihat secara sistematis pada tabel berikut. 

Tabel 1.1 Perubahan dalam Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah. 

No Pasal yang 

Diubah 

Bentuk Perubahan Uraian Perubahan 

1 Pasal 63 Perubahan redaksi ayat (1) Kepala daerah dibantu oleh 

wakil kepala daerah, dengan 

penegasan nomenklatur: wakil 

gubernur, wakil bupati, dan 

wakil wali kota 

2 Pasal 65 Penghapusan huruf f dan 

penyesuaian norma 

Huruf f dihapus; tugas kepala 

daerah meliputi memimpin 

urusan pemerintahan, menjaga 

ketertiban, menyusun 

RPJPD/RPJMD/APBD, serta 

diatur bahwa kepala daerah 

tidak dapat menjalankan tugas 
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No Pasal yang 

Diubah 

Bentuk Perubahan Uraian Perubahan 

saat ditahan dan digantikan oleh 

wakil/sekda 

3 Pasal 66 Perubahan ayat (3) dan 

penambahan ayat (4) 

Wakil kepala daerah wajib 

menandatangani pakta 

integritas, bertanggung jawab 

kepada kepala daerah, dan wajib 

mendampingi sampai akhir 

masa jabatan 

4 Pasal 88 Perubahan norma Wakil kepala daerah 

melaksanakan tugas kepala 

daerah sementara sampai 

pelantikan kepala daerah 

definitif 

5 Pasal 101 Penambahan huruf d1 DPRD provinsi berwenang 

memilih gubernur dan wakil 

gubernur dalam hal terjadi 

kekosongan jabatan 

6 Pasal 154 Penambahan huruf d1 DPRD kabupaten/kota 

berwenang memilih bupati/wali 

kota dan wakilnya dalam hal 

terjadi kekosongan jabatan 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan dalam 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 

Tahun 2014 secara umum berfokus pada penegasan tugas dan kewenangan kepala 
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daerah dan wakil kepala daerah, serta penguatan peran DPRD dalam kondisi 

tertentu, khususnya ketika terjadi kekosongan jabatan. Perubahan ini juga 

menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menciptakan 

kepastian hukum dan menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah agar tetap berjalan secara efektif sesuai dengan prinsip otonomi daerah. 

Walaupun diberikan kewenangan otonom yang luas, penyelenggaraan 

pemerintahan daerah tetap berada dalam sistem penyelenggaraan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut sistem negara kesatuan, di 

mana kedaulatan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Dalam konteks ini, 

pemerintah pusat menugaskan gubernur sebagai perwakilannya di daerah untuk 

melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan kabupaten atau kota guna 

menjamin kesesuaian antara kebijakan pusat dan daerah. Pelaksanaan 

pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat, mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat, serta menjaga keutuhan dan kesatuan nasional melalui pola hubungan 

yang sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi memiliki fungsi pengawasan 

terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk menjamin setiap 

kebijakan dan program dijalankan sejalan dengan ketentuan hukum yang ada. 

Fungsi ini dilaksanakan melalui pemantauan atas pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), implementasi Peraturan Daerah (Perda), 

serta kinerja pelayanan publik. Selain itu, DPRD juga memiliki peran dalam 

mengevaluasi kebijakan eksekutif yang berkaitan dengan pembangunan daerah 
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dan kerja sama lintas wilayah atau internasional. Pengawasan ini penting untuk 

menjamin terciptanya prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap 

hukum dalam tata kelola pemerintahan daerah. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah 

memiliki tiga fungsi pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-

Undang  Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu fungsi legislasi, 

anggaran, dan pengawasan. Pertama, fungsi legislasi mencakup kewenangan 

DPRD bersama kepala daerah dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan 

Daerah (Perda).
2
 Melalui fungsi ini, DPRD memiliki peran strategis dalam 

membentuk regulasi daerah yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Kedua, 

fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi strategis DPRD yang berkaitan 

langsung dengan pengelolaan keuangan daerah. Dalam fungsi ini, DPRD 

memiliki kewenangan untuk membahas, menelaah secara kritis, serta menyetujui 

atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang 

diajukan oleh kepala daerah selaku pihak eksekutif. Proses pembahasan RAPBD 

tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi juga mencerminkan bentuk 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Melalui kewenangan 

tersebut, DPRD diharapkan mampu memastikan bahwa setiap alokasi anggaran 

berorientasi pada kepentingan masyarakat, mendorong pembangunan 

berkelanjutan, serta menghindari terjadinya praktik penyimpangan anggaran. 

Dengan demikian, fungsi anggaran yang dijalankan DPRD memiliki posisi vital 

                                                           
2
 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 87. 
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dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, 

transparan, dan bertanggung jawab.
3
 Ketiga, fungsi pengawasan adalah wewenang 

DPRD untuk memantau pelaksanaan Peraturan Daerah, APBD, dan kebijakan 

daerah lainnya.
4
 Pengawasan ini dilakukan melalui mekanisme rapat kerja, 

pembentukan panitia khusus, serta penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan 

hak menyatakan pendapat. Fungsi ini bertujuan untuk menjamin bahwa jalannya 

pemerintahan daerah sesuai dengan aturan hukum, prinsip akuntabilitas, dan 

mencerminkan kehendak masyarakat.
5
 

Peran pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

memiliki posisi krusial dalam menciptakan pemerintahan daerah yang 

bertanggung jawab.
6
 Sebagai institusi legislatif di tingkat daerah, DPRD tidak 

hanya berperan dalam proses pembentukan peraturan dan pengesahan anggaran, 

melainkan juga bertugas memastikan bahwa setiap kebijakan serta pelaksanaan 

anggaran oleh pemerintah daerah dijalankan berdasarkan asas keterbukaan, 

tanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Jika fungsi 

pengawasan ini tidak dijalankan secara optimal, maka peluang terjadinya 

penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan 

                                                           
3
 Roni Sulistyanto, Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPRD dalam Sistem 

Pemerintahan Daerah, (Kencana,Jakarta, 2021) hlm. 87. 
4
 Fhilipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,  Gadjah Mada 

University Press,Yogyakarta,2015, hlm. 56. 
5
 Lilis Eka Lestari, “Optimalisasi Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPRD 

dalam Kerangka Otonomi Daerah,” (Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,2019 ) Vol. 13 No.2 : hlm. 

221. 
6
 George Stenlly Tjaane dan Tuerah A.M.R. Gosal Alfon Kimbal, 2019 “Pengawasan 

DPRD pada Pengelolaan APBD Kabupaten Halmahera Barat Periode 2014-2019 (Analisis Fungsi 

Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan APBD Tahun 2018),” Político: Jurnal Ilmu Politik 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 8 No. 2: hlm. 93–103. 
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daerah akan semakin besar, yang pada akhirnya merugikan masyarakat serta 

menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.  

Oleh sebab itu, pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah bukan sekadar bentuk kontrol prosedural, melainkan merupakan 

instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) dan menjamin agar jalannya pemerintahan daerah tetap berada dalam 

koridor hukum dan selaras dengan aspirasi warga. Berdasarkan Pasal 100 

Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa 

pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut meliputi pemantauan atas pelaksanaan 

Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan gubernur, penerapan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, serta tindak lanjut atas hasil audit keuangan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). Oleh karena itu, fungsi pengawasan DPRD tidak terbatas pada 

aspek formal perundang-undangan, tetapi juga menyangkut pengawasan terhadap 

integritas pengelolaan keuangan daerah agar sejalan dengan prinsip transparansi 

dan akuntabilitas. 

Namun demikian, dalam realisasinya, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh 

DPRD masih mengalami berbagai hambatan. Ketidakefektifan dalam 

menjalankan fungsi ini sering kali berdampak serius, seperti munculnya praktik 

korupsi yang melibatkan pejabat daerah maupun anggota DPRD sendiri, 

penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), serta perumusan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan 
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masyarakat luas. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 

sektor pengelolaan keuangan daerah masih termasuk dalam kategori rawan tindak 

pidana korupsi di Indonesia.
7
 Fakta ini mencerminkan bahwa pengawasan yang 

dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum sepenuhnya mampu 

mencegah penyimpangan, yang pada akhirnya dapat menjadi hambatan dalam 

penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk 

untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur peran dan fungsi pengawasan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, terutama dalam Undang-Undang  

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah dirumuskan secara efektif untuk 

mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang akuntabel.
8
 Melalui pendekatan 

yuridis normatif, analisis ini bertujuan untuk menelaah kejelasan, kelengkapan, 

dan konsistensi norma hukum yang menjadi dasar pengawasan DPRD, serta 

mengidentifikasi potensi kelemahan normatif yang dapat menghambat 

pelaksanaan fungsi tersebut.  

Maka dari itu, penelitian ini dimaksudkan agar dapat menghasilkan 

kontribusi terhadap penguatan sistem pengawasan legislatif melalui perbaikan 

aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan, demi terwujudnya 

pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif. 

                                                           
7
 Merlinda Intan Fauziah dan Ani Trisnawati, 2025, Fungsi Pengawasan DPRD Dalam 

Optimalisasi Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di 

Kabupaten Kuningan, Syntax Idea, Vol. 10 No.7: hlm. 981-987. 
8
 Sadu Wasistiono, 2019,  Model Pengukuran Akuntabilitas Kinerja DPRD dalam 

Konteks Good Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol. 45 No. 2 , hlm. 113–126. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Provinsi dalam sistem pemerintahan daerah sesuai Undang-

Undang  Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi terhadap Pemerintah Daerah sesuai 

Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah? 

C. Ruang Lingkup 

Sejalan dengan judul serta permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian 

ini difokuskan pada pembahasan mengenai kedudukan dan peran Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dalam sistem pemerintahan daerah 

serta pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Provinsi terhadap Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 

2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah, serta mengambil data penunjang melalui 

wawancara langsung dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan. Meskipun demikian, tetap membuka kemungkinan untuk 

membahas hal lain yang relevan dengan pokok permasalahan. 
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D. Tujuan dan manfaat penelitian 

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan dan manfaat, sebagaimana 

dijelaskan berikut: 

1. Untuk memahami kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi dalam sistem pemerintahan daerah sesuai Undang-

Undang  Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

2. Untuk memahami pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi terhadap Pemerintah Daerah sesuai Undang-

Undang  Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  

Hasil yang didapat dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat terhadap: 

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum 

tata negara dan hukum pemerintahan daerah, dengan cara memperkaya 

kajian mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD 

terhadap pemerintah daerah. Temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan 

akademik terkait dinamika hubungan antara lembaga legislatif daerah dan 

eksekutif daerah dalam kerangka checks and balances sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua 
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Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

bagi DPRD Provinsi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi 

pengawasan, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, 

hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh pemerintah daerah, 

akademisi, dan masyarakat untuk memahami sejauh mana peran DPRD 

Provinsi berjalan efektif serta identifikasi hambatan yang perlu diperbaiki 

guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good 

governance). 

E. Kerangka Konseptual 

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ialah institusi  

legislatif daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di tingkat 

provinsi. Anggotanya ditentukan berdasarkan partisipasi warga negara 

dalam pemungutan suara resmi serta menjalankan tiga fungsi pokok 

yaitu: 

a.  Legislasi (membentuk peraturan daerah); 

b. Anggaran (membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan 

belanja daerah); 

c. Pengawasan (mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD). 
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2. Kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada dasarnya ialah 

institusi legislatif daerah yang memiliki kedudukan strategis selaku 

representasi rakyat. Salah satu peran penting DPRD adalah menjalankan 

fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Fungsi ini 

bukan sekadar bersifat administratif, melainkan juga merupakan bagian 

dari mekanisme checks and balances yang bertujuan menjaga agar 

kekuasaan eksekutif daerah tidak dijalankan secara sewenang-wenang. 

Dalam konteks negara yang menganut prinsip desentralisasi seperti 

Indonesia, fungsi pengawasan DPRD menjadi semakin penting karena 

memberikan ruang kontrol dari masyarakat melalui wakilnya di lembaga 

legislatif. Meskipun daerah diberi kewenangan luas untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, pelaksanaannya tetap harus berada dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menuntut 

adanya keseimbangan antara otonomi daerah dengan kepentingan 

nasional.
9
 

3. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki wewenang penting 

untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan di daerah, termasuk 

kebijakan yang ditetapkan hingga penggunaan APBD. Fungsi ini ialah 

sebagian dari intrinsik sistem checks and balances yang menjaga agar 

kewenangan eksekutif tidak berkembang secara otoriter. Dalam kerangka 

                                                           
9
 Ni’matul Huda, Loc.Cit. 
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desentralisasi yang memberikan otonomi luas kepada pemerintah daerah, 

peran pengawasan DPRD menjadi sangat vital untuk tetap 

mempertahankan keselarasan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI).
10

 

4. Pemerintahan daerah provinsi 

Pemerintahan daerah provinsi adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yang dijalankan 

oleh pemerintah daerah provinsi yang dipimpin gubernur bersama Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi sebagai unsur pelaksana 

fungsi pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi berperan 

sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, yang menjalankan otonomi daerah sesuai dengan 

prinsip desentralisasi dan tugas pembantuan untuk memberikan pelayanan 

publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. 

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Untuk memperkuat dasar teori dan memahami posisi penelitian ini 

dibandingkan dengan studi sebelumnya, peneliti melakukan tinjauan terhadap 

beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik pengawasan DPRD. 

Ringkasan dari penelitian-penelitian ini disajikan dalam tabel di bawah ini. 

 

                                                           
10

Iemas Masithoh M. Noor, dan Imas Rosidawati Wiradirja, Transformasi Pengawasan 

DPRD terhadap Perda APBD sebagai Langkah Strategis Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang 

Baik (Yogyakarta: Deepublish, 2025), hlm. 45. 
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Tabel 1.2 Review Studi Terdahulu yang Relevan 

No Penulis Judul Temuan Utama Relevansi dengan 

Penelitian Ini 

1 Budi 

Setiyono 

(2017) 

“Governance Reform 

in Indonesia: The 

Role of Local 

Parliaments (DPRD) 

in Strengthening 

Local 

Accountability.” 

Journal of Indonesian 

Social Sciences and 

Humanities 10(1) 

Studi 

menunjukkan 

bahwa DPRD 

memainkan peran 

penting dalam 

pengawasan, 

namun 

keberhasilannya 

masih terhambat 

oleh patronase 

politik, kurangnya 

kompetensi para 

anggotanya, serta 

rendahnya 

akuntabilitas di 

dalam organisasi. 

Penelitian 

menunjukkan bahwa 

Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah 

memiliki peran 

krusial dalam 

pengawasan, tetapi 

keberhasilannya 

terhalang oleh praktik 

patronase politik, 

kurangnya 

kemampuan dari para 

anggotanya, serta 

rendahnya tingkat 

akuntabilitas dalam 

organisasi tersebut. 

2 

 

M. Ryaas 

Rasyid 

(2015) 

Otonomi Daerah 

dalam Negara 

Kesatuan (Jakarta: PT 

Yarsif Watampone) 

Buku ini 

menguraikan 

bahwa DPRD 

adalah elemen 

utama dalam 

pengawasan 

Signifikan karena 

menyajikan dasar 

teori tentang peran 

DPRD dalam sistem 

desentralisasi daerah 

serta kendala dalam 
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No Penulis Judul Temuan Utama Relevansi dengan 

Penelitian Ini 

pelaksanaan 

pemerintahan 

daerah, namun 

sering 

menghadapi 

masalah terkait 

profesionalisme 

dan minimnya 

sistem penilaian 

kinerja yang 

bersifat objektif. 

pengawasannya. 

    3 Sadu 

Wasistiono 

& W. 

Riawan 

Tjandra 

(2016) 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

(Yogyakarta: Gava 

Media) 

Pengawasan yang 

dilakukan oleh 

DPRD terhadap 

pemerintah daerah 

dipengaruhi oleh 

kemauan politik, 

mutu sumber daya 

manusia, serta 

dukungan sistem 

informasi. Tanpa 

hal tersebut, 

DPRD akan 

mengalami 

Berfungsi sebagai 

acuan utama untuk 

mengenali elemen-

elemen yang 

berdampak pada mutu 

pengawasan DPRD 

Provinsi.. 
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No Penulis Judul Temuan Utama Relevansi dengan 

Penelitian Ini 

kesulitan dalam 

melaksanakan 

pengawasan yang 

efisien dan 

terhindar dari 

konflik 

kepentingan.. 

Berdasarkan keterangan atas berbagai penelitian terdahulu, dapat 

disimpulkan bahwa fungsi pengawasan DPRD telah banyak dibahas baik dari 

perspektif normatif maupun empiris. Sebagian besar penelitian menegaskan 

bahwa pengawasan DPRD merupakan pilar penting dalam sistem pemerintahan 

daerah untuk menjamin terciptanya akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Namun demikian, tetap terdapat 

sejumlah hambatan dalam implementasi, seperti dominasi kepentingan politik, 

keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya tindak lanjut hasil 

pengawasan, hingga minimnya partisipasi masyarakat. 

Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang jelas untuk 

memberikan kontribusi baru, yakni dengan memfokuskan kajian pada peran dan 

fungsi pengawasan DPRD Provinsi sesuai dengan Undang-Undang  Nomor 9 

Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah., yang diharapkan dapat memperkaya literatur 

hukum tata negara sekaligus memberikan gambaran komprehensif mengenai 
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sejauh mana pengawasan DPRD dapat berjalan efektif dalam mendukung prinsip-

prinsip checks and balances dan good governance. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum normatif, yang diterapkan dalam penelitian ini 

yakni penelitian yang mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier untuk memahami norma-norma hukum yang mengatur tentang 

kedudukan dan fungsi pengawasan DPRD Provinsi terhadap pemerintah 

daerah.
11

 

2. Sumber Data 

Sumber penelitian untuk mengambil data bahan analisis oleh 

penulis dalam penelitian ialah menggunakan data sekunder, yaitu sumber 

hukum yang berfungsi untuk memperkuat argumen hukum dan 

mendalami pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang dianalisis.
12

 Data ini meliputi beberapa bahan yaitu: 

a. Bahan hukum primer memilik kekuatan hukum dan menjadi rujukan 

pertama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

1) Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

                                                           
11

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2021), 

hlm. 35–36. 
12

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2021), 

hlm. 35–36. 
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2) Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah. 

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 

DPD, dan DPRD 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder ialah sumber yang menjelaskan 

penjabaran dari bahan buku hukum primer.
13

 Penulis memilih 

menggunakan literatur, jurnal yang relevan untuk diteliti. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier digunakan sebagai elemen pendukung 

untuk membantu penafsiran dan pemahaman terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder. Penelitian ini memanfaatkan kamus hukum 

serta situs web yang menyediakan informasi hukum secara umum 

sebagai referensi tambahan.
14

  

3. Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

studi pustaka (library research), yakni menghimpun serta menelaah 

berbagai sumber hukum yang memiliki keterkaitan dengan fokus 

                                                           
13

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2021), 

hlm. 35–36. 
14

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hlm. 14. 
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penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara terstruktur berdasarkan 

penelusuran bahan-bahan hukum dari perpustakaan, basis data hukum 

daring, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga 

negara. 

4. Analisis data  

Penelitian hukum normatif (normative legal research), melalui 

pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah 

bahan hukum yang relevan untuk memperoleh kesimpulan yang sahih 

secara yuridis mengenai kedudukan dan peran serta pelaksanaan fungsi 

pengawasan DPRD Provinsi terhadap pemerintah daerah dalam kerangka 

sistem pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan akuntabel. 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

Bab  ini memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini akan menguraikan kerangka konseptual dan landasan teoritis yang 

menjadi pijakan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka disusun untuk 

memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan DPRD, 

fungsi pengawasan yang dimilikinya, teori-teori yang relevan dengan topik 
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penelitian, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan 

dengan kajian ini. 

BAB III Pembahasan 

Bab ini memuat analisis yuridis terhadap kedudukan dan peran DPRD 

Provinsi dalam sistem pemerintahan daerah serta pelaksanaan fungsi 

pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah, erta menelaah kecukupan normatif pengaturannya dalam 

mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum di tingkat 

daerah. 

BAB IV Penutup 

Bab ini memuat ulasan yang berisi kesimpulan dan saran yang berdasarkan 

hasil penelitian. 
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